PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 'l TAHUN 2013

TENTANG

PEIUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKN1S DINAS DAN BADAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

< a.

L.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Xehutanan dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Pemecrintah Nomor 3 Tahun
2008, maka periu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) Gunung Balak;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud paca huruf a, perlu mecnetapkan D’eraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Badan,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Decrah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Dacrah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 {tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerinteh Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

'L,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor
19);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen

Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
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Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2011 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 19
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN
BADAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 208)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 26)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi
sebagai berikut:

A. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari sebagaimana
terlampir.

B. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Budidaya;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap.



C. Dinas Peternakan, terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Hewan;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan Terpadu.
D. Dinas Perkebunan dan Kehutanan, yaitu:
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan dan Pembibitan;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Gunung Balak.

E. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu:

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor.
F. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu:

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan dan Alat Pertanian.
G. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu :

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan.

Menambah 1 bagian yaitu Bagian Ketujuh dengan menyisipkan 5 pasal
diantara Pasal 33 dan Pasal 34 yaitu Pasal 33 A, Pasal 33 B, Pasal 33 C,
Pasal 33 D dan Pasal 33 E sehingga secara keseluruhan berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33 A

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Gunung Balak adalah unsur pelaksana teknis Dinas
Perkebunan dan Kehutanan yang berkedudukan di Sukadana yang
mempunyai wilayah kerja dalam daerah.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala
UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 33 B

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Gunung Balak mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.




Pasal 33 C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
B, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Gunung Balak mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi,
perlindungan hutan dan konservasi alam;

pelaksanaan penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi,
dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan sesuai
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan; dan

pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan
pengelolaan hutan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33 D

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak terdiri dari:

a. Kepala;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha;

C.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 33 E

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak mempunyai tugas :

a. melakukan perencanaan, membina, mengendalikan dan
mengawasi kegiatan pengelolaan hutan lindung dan kawasan
lindung;

b. melaksanakan kegiatan dan penyusunan rencana kerja tahunan
pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung;

c. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi serta menyiapkan bahan
untuk pemanfaatan hutan lindung dan kawasan lindung;

d. melaksanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk
merumuskan kebijakan operasional di bidang pengelolaan hutan
lindung dan kawasan lindung;




e. melaksanakan penyiapan bahan untuk pemberian legalitas usaha
jasa lingkungan hutan lindung dan kawasan lindung;

f. melaksanakan kegiatan dan penyiapan bahan untuk penataan
arah kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

g. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi pengawasan perlindungan
tumbuhan pada kawasan hutan lindung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan wurusan ketatausahaan, rumah tangga serta
hubungan masyarakat;

b. menyusun administrasi perlengkapan dan perawatan sarana dan
prasarana;

c. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugas dan
fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara
profesional.

Menambah 2 pasal dengan menyisipkan 2 pasal diantara Pasal 57 dan
Pasal 58 yaitu Pasal 57 A dan Pasal 57 B sehingga secara keseluruhan
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57 A

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokck dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Gunung Balak dibentuk Resort sebagai Satuan
Wilayah Pengelolaan.

(2) Satuan Wilayah Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbagi atas :

a. Resort Gunung Balak Utara;
b. Resort Gunung Balak Selatan;
c. Resort Muara Sekampung.

(8) Satuan Wilayah Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Resort
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) Gunung Balak.

Pasal 57 B

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Gunung Balak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal ot Met 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal ©\ Mel 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR «




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR W TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG (KPHL) GUNUNG BALAK

Kepala UPTD

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Polisi Hutan Kasubbag Tata Usaha
2. Penyuluh Kehutanan

Resort Gunung Balak Resort Gunung Balak Resort Muara
Utara Selatan Sekampung

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN




